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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peneragiandar pelaporan akuntansi sektor publik dan
pengawasan kualitas laporan keuangan terhadapadilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kota
Baubau. Metode Penelitian menggunakan metode géghaualitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah 4 (empat orang Pegawai bagian keuangantgesgpat di Dinas Perhubungan Kota Baubau
dan yang menjadi sampel yaitu 4 (empat) orang PaigBimas Perhubungan Kota Baubau bagian
keuangan. Teknik pengumpulan data yaitu obserwasiancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil
penelitian dan analisis data di peroleh kesimpularPenerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor
Publik pada Dinas Perhbungan Kota Baubau menggunalkais akrual. Dalam hal peraturan
perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangargah basis kas. 2) Sistem pengawasan
kualitas laporan keuangan pada Dinas Perhubungda RBaubau yakni pengawasan fungsional
Inspektorat bekerja sama dengan komisi 1 DPRD.irEéla, fungsi pengawasan dalam bidang
penyelenggaraan keuangan daerah untuk meningkakalitas laporan keuangan. Dinas
Perhubungan Kota Baubau menggunakan Sistem In§orManajemen Daerah (SIMDA) yang
membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Baubau dalemyusun laporan keuangan dari tahap
proses penginputan sampai pada tahap menghasikigut 3) Akuntabilitas kinerja pada dinas
perhubungan kota baubau saat ini cukup baik yarigputie Tujuan dan sasaran yang dicapai, Sistem
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinfatth Descriptiordalam mendukung SOP Satuan
Kerja, dan Struktur Birokrasi yang digerakan olési dan misi dinas dalam menciptakn iklim yang
kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerjaadapemberian pelayanan public.

Katakunci: Standar Pedaporan Akuntans Sektor Publik, Pengawasan, Akuntabilitas
Kinerja.

ABSTRACT

This study aims to determine the application ofligukector accounting reporting standards and
supervision of the quality of financial reports performance accountability at the Baubau City
Transportation Office. Methods The research usesrjgive qualitative methods. The population in
this study is 4 employees of the finance departiiethte Baubau City Transportation Office. and the
sample is 4 (four) employees of the Baubau Citydpartation Office in the financial section. Data
collection techniques are observation, interviewd documentation. Based on the results of research
and data analysis, conclusions are obtained: 1) Hpplication of Public Sector Accounting
Reporting Standards at the Transportation Agendgafbau City uses an accrual basis. In the event
that the laws and regulations require the preseatabf financial statements on a cash basis. 2) The
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system for controlling the quality of financial waps at the Baubau City Transportation Service,
namely the functional supervision of the Insped®rna collaboration with Commission 1 of the
DPRD. In addition, the supervisory function in theld of regional financial administration is to
improve the quality of financial reports. The Baub@ity Transportation Office uses the Regional
Management Information System (SIMDA) which hefygs Baubau City Transportation Office in
compiling financial reports from the input procestage to the output stage. 3) Performance
accountability at the Baubau City Transportationngee is currently quite good which includes:
Goals and targets achieved, Government Agency fegioce Accountability Reporting System, Job
Description in support of Work Unit SOPs, and Bugatic Structure driven by the service's vision
and mission in creating a climate conducive toithplementation of performance effectiveness in the
provision of public services.

Keywords. Public Sector Accounting Reporting Standards, Supervison, Performance
Accountability.

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undand@8l Tahun 2004 mengharuskan

pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memp&dmtbeberapa hal, antara lain

anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem palap&enerapan anggaran berbasis
akuntabilitas diatur dalam Permendagri Nomor 13ufaR006 dan diubah lagi dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedomagep#aan keuangan daerah. Dalam
peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Ren&ama dan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kelhan tentang anggaran
berbasis akuntabilitas dan akuntabilitas. Dimanggaran berbasis akuntabilitas menuntut
adanya output optimal atau pengeluaran yang dialk&a sehingga setiap pengeluaran harus
berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, degktf Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerjatdnsi Pemerintah menyatakan bahwa
akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajibamats instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan saglakn program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalagka mencapai misi organisasi secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang teladtagikan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.

Bagi kebanyakan pemerintah daerah permasalahartadilitas aset nampak sangat
rumit dan complicated bahkan seolah tidak dapat terselesaikan, padsélaénarnya
penyelesaiannya bisa "sangat sederhana’. Yang diepfamasalahan adalah pemerintah

daerah tidak tepat waktu dalam penyampaian lapamggaran dan belanja yang diakibatkan
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oleh anggaran belanja yang besar tetapi hasilagk tnemuaskan, bahkan dapat dikatakan
gagal.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yangualitas laporan keuangan
harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memii@tevansi, dapat diandalkan, dapat
dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Keeririteria tersebut merupakan hal yang
sangat penting bagi terciptanya kualitas laporamakgan yang baik sebagai bukii
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari peaterin

Hasil pemeriksaan laporan keuangan disajikan défgarkategori, yaitu: opini, laporan
hasil pemeriksaan SPI dan laporan hasil pemeriksdas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pada semester 1 286An BPK melakukan pemeriksaan
keuangan pada tahun 2018 pasal 537 LKPD Tahun 2@i8542 pemda yang wajib
menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018. BPK memberiggini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas 375 LKPD, opini Wajar DenBangecualian (WDP) atas 139
LKPD dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) &8sLKPD (IHPS I, 2018:79).
Penyebab LKPD memperoleh opini TMP pada umumnyaréap keuangan tidak dapat
diyakini kewajarannya dalam semua hal yang mateseduai dengan SAP (Standar
Akuntansi Pemerintahan). Hal tersebut disebabkah pkembatasan lingkup pemeriksaan,
kelemahan pengelolaan yang material pada akun &stt, kas, piutang, persediaan,
investasi permanen dan nonpermanent asset lailmyanja pegawai, belanja barang dan
jasa, serta belanja modal (IHPS I, 2018).

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mengrehgkinerja pemerintah yang
menyajikan atau yang membuat laporan keuangan.aiRenylaporan keuangan yang baik
didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang meny#dapaserta membuat laporan keuangan
tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan bkrsipaksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinehjgstansi Pemerintah (AKIP) yang
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meatkegk pelaksanaan pemerintah yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih danfggtangjawab, Pamungkas (2012).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi petabrgerta pengawasan yang optimal
dari pihak internal maupun pihak eksternal terha#laplitas laporan keuangan instansi
pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akilitaa kinerja instansi pemerintah
sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan ripgaie dapat optimal. Perbaikan

terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instpeserintah diharapkan akan berimplikasi

Volume 3 Nomor 2 — Desember 2021 | 230



Entries: Jurnal limiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButo
ISSN (online): 2747-2779

pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapgand governance dapat diwujudkan
oleh pemerintah Indonesia baik tingkat pusat mauptimgkat daerah. Wujud
pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kiremjarmtah menjadi suatu tuntutan yang
umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskarbdgan pemerintah memberikan
informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepadaigy8loimah, 2014).

Berdasarkan teori dan beberapa penelitian terdamalka tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui penerapan standar pelaporan asingaktor publik dan pengawasan
kualitas laporan keuangan terhadap akuittebi kinerja pada Dinas Perhubungan

Kota Baubau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. AkuntabilitasKinerja

Menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa akulittiadalah kewajiban pihak
pemegang amanahden) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikelaporkan,
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatag yemjadi tanggung jawabnya kepada
pihak pemberi amanatprincipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut.

2.2. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Suwanda (2015) standar akuntansi pemeradatah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporamarigan pemerintah. Peraturan
Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) nheniy@n bahwa yang dimaksud SAP
Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapdaipan, aset, utang, dan ekuitas
dalam pelaporan financial berbasis akrual, sertangadeui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggamashédtan basis yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Atggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

2.3. Pengawasan Kualitas L aporan Keuangan

Menurut Halim dan Igbal, (2012): “Secara umum pevagsan dapat dirumuskan sebagai
suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teamenmms atau berkesinambungan untuk
mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksakagimatan tertentu sehingga dapat

mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyi@paagg terjadi.”
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Shdn 2010 tentang pedoman
pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah t20lhr “Pengawasan Keuangan
Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukamkunenjamin agar pemerintah daerah
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengamcana dan ketentuan peraturan
perundangundangan. Pengawasan pada dasarnya diarsépenuhnya untuk menghindari
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpaatgsntujuan yang akan dicapai.
Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu wswatakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dinesikan secara efektif dan efisien”

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)oNdnparagraf 9 sebagaimana
terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 TahunO 2@htang Standar Akuntansi
Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuanganpakam laporan yang terstruktur
mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksy ydlakukan oleh suatu entitas

pelaporan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populas dan Sampel

Populasi dalam penelitan ini adalah 4 (empat) oegawai bagian keuangan yang terdapat
di Dinas Perhubungan Kota Baubau. Sedangkan sadglein penelitian ini adalah 4

(empat) orang Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bdodgian keuangan.

3.2. Jenisdan Sumber Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adgals data kualitatif dengan menggunakan

dua jenis sumber data yaitu, data primer dan d&tansler.

3.3. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan adalah wawancara, obseraasiakumentasi.

3.4. Metode Analisis Data
Metode analisis data menggunakan metode deskkimiftatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Penerapan Standar Pelaporan Akuntans Sektor Publik pada Dinas Perhubungan

K ota Baubau
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Dinas Perhubungan Kota Baubau menerapkan AkunBardiasis Kas. Akuntansi Berbasis
Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaankaksi dan peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar damngnakan untuk pengakuan dan
pendapatan maupun belanja dan pembiayaan. DindsiliReigan Kota Baubau saat ini
menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 28Madarkan aturan yang ditetapkan.
Pada saat dikeluarkannya peraturan ini, Dinas PBerigan Kota Baubau sudah sangat siap
untuk menerapkan peraturan tersebut dan juga didukiengan latar belakang yang baik
dibidang keuangan sehingga memudahkan pemahamaardidmenyusun pelaporan
keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Ryesesapan PP No. 71 tahun 2010 ini
sendiri diawali dengan Pemerintah Kota Buabau metnbegulasi di daerah dan setelah
regulasi di daerah ditetapkan baru disosialisasikan

Berdasarkan pengamatan struktur komponen Laporarar{mn yang disusun dan
dibentuk Dinas Perhubungan Kota Baubau tahun 2(#bila dilakukan perbandingan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomdafian 2010, tidak banyak perbedaan.
Dinas Dinas Perhubungan Kota Baubau tidak menylaporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)a Badas Perhubungan Kota Baubau,
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) digunakargaedasar pelaksanaan oleh pengguna

anggaran sebagaimana pencatatanya dilakukan pkdmen pelaksanaan anggaran (DPA)

Tabel 1. Perbandingan Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan K ota Baubau Tahun
2020 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PP Nomor 71 Tahun 2010

Perbandingan SAP
. L aporan K euangan 71/2010 dengan
. SAP 71/2010 Basis . Laporan
No. Indikator Dinas Perhubungan :
Akrual Keuangan Dinas
Kota Baubau
Perhubungan Kota
Baubau
1. | Struktur PSAP 01 p 14: Komponen Laporan Tidak menyajikan 3
Penyajian Penyajian  komponepKeuangan Dinas (tiga) komponen
Komponen dalam laporan keunganPerhubungan Kotadalam Laporar
Dalam meliputi: Baubau yang Keuangan yaitu:
Laporan a) Laporan Realisasidibentuk dalam a) Laporan
keuangan Anggaran; pelaporan terdir Perubahan
b) Laporan Perubahandari: Saldo Anggarar
Saldo Anggaran a) Laporan Lebih;
Lebih; Realisasi b) Laporan  Arus
c) Neraca; Anggaran; Kas; dan
d) Laporan b) Neraca, c) Catatan atas
Operasional; c) Laporan Laporan
e) Laporan Arus Kas; Operasional; dan Keuangan.
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f) Laporan Perubahe| d) Lapolan
Ekuitas; Perubahan
g) Catatan atas  Ekuitas.

Laporan Keuangan.

2. | Laporan
Realisasi
Anggaran

PSAP 01 p 61-62:

dalam
Laporan
Anggaran

kurangnya mencangkup a)
a) Pendapatan-LRA; | b)

b) Transfer; c)
c) Belanja; d)
d) Sisa Lebih/kurang

Pembiayaan; dan

e) Defisit Pembiayaan, e)

Laporan Realisasi
Anggaran dap
membandingkan sumber
daya yang dikelola ole
entitas Satuan Kerj
Perangkat Daera
terkait antar

perbandingan anggaran
dan realisasi dalam satu

periode
akuntansi.

pelapora

Dinas Perhubunga
Unsur yang terkadungKota Baubau dalamKota Baubau dalan
penyajian Laporan
Realisasi Anggaran
sekurang-menyajikan:

Pendapatan;
Transfer;
Belanja,

Sisa
Lebih/Kurang

Pembiayaan; dan defisit pembiayaan.

Defisit
Pembiayaan.

RealisasiLaporan

nDinas Perhubunga

=0 >

Realisas
Anggaran telah
menyusun  secara
lengkap terkait pos
pos pendapatamn
transfer, belanjal,
sisa  lebih/kurang
pembiayaan da

-

3. | Laporan
Perubahan
Saldo
Anggaran
Lebih

PSAP 01 p 41:

Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih
menyajikan secara
komparatif pOS-pos
sebagai berikut: Saldop
Anggaran Lebih
Penggunaan Saldo
Anggaran Lebih, Sisa
Lebih/kurang
Pembiayaan, Koreksi
Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya,
Lain-lain, dan Saldc
Anggaran Lebih Aktif.

a‘ Tidak Ada

Dinas Perhubungan
Kota Baubau dalam
Laporan

Keuangannya tida
menyusun Lapora
Perubahan Saldp
Anggaran Lebih.

- A\

4. | Neraca

PSAP 01 p 45-4pDinas Perhubunga

Neraca
pelaporan
mengklarifikasikan

pada

Lancar dan Aset Non-komponen

entitgKota Baubau dalan
mewajibkapLaporan
SKPD  menyajikan
asetnya berupa, Asesetiap

Neracd

unit

nDinas Perhubunga
nKota Baubau dalan
A Laporan Neraca
SKPD telah
menyusun  secara

= 35

poOs-po

slengkap terkait pos
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Lancar,
mengklarifikasikan
kewajiban
Kewajiban

Neraca.

Setiap entitas pelaporarbulan setelah tanggs
mengungkapkan setigpdalam pelaporan dan
pos Aset dan Kewajibandari
jumlah diharapkan
yang diharapkan akanditerima
dibayardiperoleh
dalam waktu 12 bulapwaktu 12 bulan.
tanggal

yang meliputi

didapat atau
setelah
pelaporan dan jumla
yang diharapkan ak
didapat atau dibaya
dalam waktu lebih dar
12 bulan.

berupa mencangkup jumlah
jangkg jumlah yang akarn
pendek dan Kewajibandiperoleh
jangka panjang dalamditerima

da
yang

dalam, Aset
Kewajiban

dalam

jangka waktu 12

jumlah yang
akal
dan
dalam

= O

atau

1

n

Laporan
Operasional

PSAP 01 p 7-79:

Laporan Operasiong

menyajikan ikhtisar

pos-pos sebagi berikut:

a) Pendapatan-LO;

b) Beban;

c) Transfer; dan

d) Komponen Pos Lug
Biasa.

Dinas Perhubunga
lKota Baubau dalan
Laporan Operasiong
telah menyajikary
sekurang kurangny
pOS-pos:

a) Pendapatan-LO;
rb) Beban dari
aktifitas

Operasional;
c) Defisit
kegiatan
Operasional;
d) Pos Luar Biasa;
e) Suplus/defisit-
LO.

dari
Non

Dinas Perhubunga
nKota Baubau dalan
lLaporan
Operasional telal
amenyajikan secar
lengkap terkait pos
pos yang berkaita
dengan aktifitas
operasionalnya.

Laporan Arus
Kas

PSAP 01 p 80-81

Laporan Arus Kas
dalam penyajianny.
berhubungan denga
aktifitas Investasi
Pendanaan
Operasional
penerimaan
pengeluaran Kas yan
Transitory

terkai

dan

Kas da

Tidak ada

A
n

t

n
g

Dinas Perhubung
Kota Baubau dalan
Laporan
Keuanganya
melakukan
penyusunan
Laporan Arus Kas.

tidal

pos Aset

Kewajiban dan
- Ekuitas secara
1 Lengkap.

—

> T O =

Laporan

Perubahan

PSAP 01 p 1C-102:

Dinas Perhubunge

Laporan

Dinas Perhubungal

PerubahanKota Baubau dalamKota Baubau dalan

—
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Ekuitas

Ekuitas

menyajikal

sekurang-kurang po-pa

sebagai berikut:
a) Ekuitas Awal;
b)
c) Koreksi-koreksi
Kebijakan
Akuntansi;

d) Ekuitas Akhir.

Suplus/defisit-LO;

Laporan Ekuitasny

delah menyajikary

komponen pos:

a) Ekuitas Awal;

b) Suplus/defisit
LO;

c) Koreksi

d)

Laporan Perubahe
Ekuitas dalam pos
pos dan penyajia
telah  menyajikan
secara lengka
komponen  dalan
Laporan Ekuitas.

[}

Catatan
Laporan
Keuangan

Atas

5 PSAP 01 p 49: Catata
atas Laporan Keuangdg

menyajikan

pengungkapan

berikut:

a) Mengungkapkan
informasi
tentang
pelaporan
entitas
Menyajikan
informasi
kebijakan
fiskal/keuangan
ekonomi makro.

b)
pencapaian
keuangan
tahun
berikut kendala
hambatan
dihadapi

seba

umum
entitas

dar

akuntansi.

terkait

da

Menyajikan Ikhtisar

targe
selam
pelaporar

da

yan(
dalam

pencapaian target.

Menyajikan
informasi
menyangkut

dasg

dalam penyusuna

laporan
serta

keuanga
kebijakant

kebijakan akuntans

yang dipilih un
diterapkan
transaksi
kejadian
lainya.
Menyajikan
dan
terkait

pen

d)

masing

tuk

ata

dar
ting

rincian
penjelasa

masing-
komponer

Kesalahan;
Ekuitas Akhir.
nTidak Ada
1g!

Oi

-

A1

- O =

-

Dinas Perhubungg
Kota Baubau dalan
Laporan
Keuanganya
melakukan

tidal

penyusunan Catatg

atas Laporar
Keuangan (CaLK).

AN
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pos yang disajika
pada lembar depan
laporan keuangan.
e) Mengungkapkan
informasi yang
diharuskan olel
pernyataan  dalam
Standar Akuntansi
Pemerintah yang
belum disajikan
dalam lembar depan
laporan keuangan.
f) Menyajikan

informasi lainya
yang diperlukan
untuk penyajian
wajar, tidak
disajikan dalam
lembar muka

laporan keuangan.
Sumber: data diolah peneliti, 2021

4.2. Pengawasan Kualitas L aporan Keuangan pada Dinas Per hubungan Kota Baubau
Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pawdes Perhubungan Kota Baubau yakni
pengawasan fungsional Inspektorat. Pelaksanaarsifjpegigawasan yang dilakukan setiap
Pemerintah Daerah tidak terlepas dari Kordinasiabategislasi yang memiliki fungsi
pengawasan juga terhadap setiap kinerja dari patabritu sendiri. DPRD Kota Baubau
adalah badan legislasi daerah untuk kota Baubalg yspabila dihubungkan dengan
pelaksanaan fungsi pengawasan dari Isnpektorat Batdbau seyogyanya dapat menjalin
hubungan kordinasi untuk menciptakan suatu penadramt dalam ruang lingkup daerah pada
khusunya yang lebih baik.

Selain itu, fungsi pengawasan dalam bidang penggkmaan keuangan daerah untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dinas Perigan Kota Baubau menggunakan
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mamib pihak Dinas Perhubungan
Kota Baubau dalam menyusun laporan keuangan deptproses penginputan sampai pada
tahap menghasilkaoutput Adapuninput dalam proses pengelolaan keuangan menggunakan
SIMDA Keuangan vyaitu berupa jurnalnput) yang menjadi dasar pembuatan laporan
keuangan dan adapuoutpud yang dihasilkan yaitu berupa RKA (rencana kerjggaran),

DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SPD (suratedenglana). Data ini diolah secara
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otomatis oleh sistem, pekerjaan jadi mudah karangd menginput data yang menjadi dasar

pengolahan output yang di inginkan.

4.3. Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perhubungan K ota Baubau
1. Tujuan dan Sasaran yang Dicapai
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaimginan di Dinas Perhubungan Kota
Baubau sering mengadakan pengarahan kepada bawahsemtang tujuan dan sasaran
pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SAKIP, darermtah daerah melalui pimpinan
dinas senantiasa mengadakan sosialisasi kepadak pebtang pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem AkilitgésbKinerja Instansi Pemerintah
yang merupakan perwujudan dalam menuju tercapaifysysi implementasi dalam
membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujjaaft atau sasaran-sasaran
kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasiirakh

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam ineplesi kebijakan yaitu dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran yang hendabkadidimana secara konsepsi
implementasinya sangat didukung adanya beberaggsifunplemetasi kebijakan yaitu suatu
hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau @assasaran kebijakan dapat
diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan-kegiatamgyalilakukan pemerintah. sehingga
fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yaalgna ilmu kebijakan publik tersebut
“policy delivery systein(sistem penyampaian/penerusan kebijakan negaa piasanya
terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang didesacara khusus serta diarahkan menuju
tercapainya fungsi implementasi dalam membentukushabungan yang memungkinkan
tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan pdalgat diwujudkan sebagai hasil akhir.

sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yaimgdiogpai.

2. Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Bemtah yang diharapkan tercapainya
efektivitas kinerja instansi pemerintah dalan péeryggaraan tugas yang menjadi
tanggungjawab dinas, dimana secara konsepsi pekdsaya sangat didukung adanya
beberapa fungsi pelaksanaan sistem pelaporan &Kiatg kinerja dinas dalam

melaksanakan kebijakan tentang SAKIP seperti Patuitau Pedoman teknis berupa
Peraturan Daerah dan pedoman/acuan berupa pedakais tyang dikeluarkan Dinas

Perhubungan Perhubungan Kota Baubau. Kemudian &egaatat instansi dinas diberikan
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pemahaman dan keterampilan kepada aparat sampaidaim penggunaan sistem laporan

tersebut.

3. Job Description dalam mendukung SOP Satuan Kerja

Dinas Perhubungan Kota Baubau sudah memiliki kiedijeteknis yang dikeluarkan Dinas
yang menjadi pedoman atau petunjuk teknis tentanagabd TugasJob Discription$ dalam
mendukung Standars Operasional Prosedur (SOP) gangaPegawai di Dinas Perhubungan;
dan aktivitas pegawai pada dinas Perhubungan dal@mksanakan Uraian Tugadob
Discription) agar sesuai dengan Standars Operasional Pro$8@R) kerja yang telah
ditetapkan telah berjalan sesuai dengan wewenangtaliggung jawab masing-masing
pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pemberiayapan kepada masyarakat pun sudah
memenuhi standar operasional prosedur (SOP) ydaly thtetapkan, karena mereka telah

memiliki Uraian TugasJob Descriptionssesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

4. Struktur Birokras yang digerakan oleh visi dan misi dinas dalam menciptakn iklim
yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kinerja dalam pemberian pelayanan
publik.

Struktur birokrasi jabatan pada dinas dalam meak#t iklim yang kondusif bagi

terlaksanaanya efektivitas kinerja agar sesuai aterkgbijakan Peraturan Presiden No. 29
Tahun 2014 adalah sesuai dengan prinsip-prinsipnisgsi yaitu antara mod&pan of
control atau sesuai dengan rentang kendali antara 3 @ayapai 7 (tujuh) unit satuan kerja
suatu organisasi pemerintah. Selanjutnya dalamksestakan tugas pokok dan fungsi Dinas
sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkaaika Struktur birokrasi yang diterapkan
agar kinerja dinas dapat dipertanggungjawabkanlme&#em Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah suatu struktur dengan prinsigkiMiStruktur tapi Kaya fungsi artinya

struktur yang ramping tapi fungsinya luas.

4.4.Pembahasan

Dinas Perhubungan Kota Baubau menerapkan AkunBerhiasis Kas. Laporan Keuangan
yang disusun dan dibentuk Dinas Perhubungan Kotdo@atahun 2020 apabila dilakukan
perbandingan dengan Standar Akuntansi PemerintéPnNomor 71 Tahun 2010, tidak
banyak perbedaan. Dinas Perhubungan Kota Baubak tenyusun Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan KeuafCalLK).
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Dalam PSAP PP 71 Tahun 2010 paragraf 1 angka Bd&takuntansi Pemerintahan,
Komponen Laporan Keuangan yang dapat dibentuk Skthan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yaitu sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggran (LRA)

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
c) Neraca

d) Laporan Operasional (LO)

e) Laporan Arus Kas

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan p&relting dilakukan oleh Olga Yani
Fransiska Singkali (2014) yang mengemukakan bahwatuasi yang meliputi pengakuan,
pengukuran, pengungkapan dan penyajian atas pedadapselanja dan pembiayaan pada
DPPKAD Kabupaten Toraja Utara sudah sesuai dengamd& Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang berlaku.

Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pates Bierhubungan Kota Baubau
yakni pengawasan fungsional Inspektorat bekerjaasdemgan komisi 1 DPRD. Selain itu,
fungsi pengawasan dalam bidang penyelenggaraamdgauadaerah untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan. Dinas Perhubungan Katdb®&u menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) yang membantu pihak DPaubungan Kota Baubau dalam
menyusun laporan keuangan dari tahap proses pengmpampai pada tahap menghasilkan
output

Menurut Pedansa (2013) Pelaksanaan fungsi pengawssga DPRD pada kesempatan
ini meliputi: “Pengawasan terhadap Laporan KetesandPertanggungjawaban Kepala
Daerah, pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporarnl Rameriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan PemeriD@dérah (LKPD); Persetujuan
DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, PemindatangBasng Milik Daerah,dan
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksatanjungan Kerja dan Studi
Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; PelaksanaarsReeagelolaan Aspirasi; Pelaksanaan
Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan Pelaksanaan RapmtPengawasan oleh DPRD
dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelgyan yang disebabkan oleh adanya

penyalahgunaan wewenangan oleh eksekutif, pembegarenang tersebut harus diikuti

Volume 3 Nomor 2 — Desember 2021 | 240



Entries: Jurnal limiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButo
ISSN (online): 2747-2779

dengan pengawasan yang kuat, sehingga kudditmsan keuangan yang dihasilkan
menjadi relevan”.

Sedangkan kualitas laporan keuangan menurut Bagi@bh3) menyatakan bahwa:
“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari prosesitakisi yang menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbdgak yang berkepentingan”. Sementara
menurut Mahmudi (2013) menyatakan bahwa: “Laporanakgan merupakaoutput dari
sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberitomniasi bagi pihak-pihak yang akan

menjadikan informasi keuangan tersebut sebagar gasabuatan keputusan”.

Akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kaal&u meliputi:

1) Tujuan dan Sasaran yang capai, pimpinan di DinasuBangan Kota Baubau sering
mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentaag tlgn sasaran pelaksanaan
Peraturan Presiden tentang SAKIP, dan pemerintahabdamelalui pimpinan dinas
senantiasa mengadakan sosialisasi kepada publitanterpelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akiitésb Kinerja Instansi
Pemerintah yang merupakan perwujudan dalam menspeagainya fungsi
implementasi dalam membentuk suatu hubungan yamgumgkinkan tujuan-tujuan
atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat dikajusebagai hasil akhir.

2) Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemtah, tercapainya efektivitas
kinerja instansi pemerintah dalan penyelenggaraalgast yang menjadi
tanggungjawab dinas, yang secara konsepsi pelaksaya sangat didukung adanya
beberapa fungsi pelaksanaan sistem pelaporan #&ilitat kinerja dinas dalam
melaksanakan kebijakan tentang SAKIP, seperti Rgtatau Pedoman teknis berupa
Peraturan Daerah dan pedoman/acuan berupa pedekmés ytang dikeluarkan Dinas
Perhubungan Kota Baubau dalam mendukung prosdsspakan kebijakan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014.

3) Job Description dalam mendukung SOP Satuan Kerja, Uraian Tugisb (
Discription) agar sesuai dengan Standars Operasional Pro§8@i) kerja yang
telah ditetapkan telah berjalan sesuai dengan wawgedan tanggung jawab masing-
masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pembpelayanan kepada
masyarakat pun sudah memenuhi standar operasioos¢dur (SOP) yang telah
ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian aeuglob Descriptionk sesuai

dengan bidang tugasnya masing-masing.
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4) Struktur Birokrasi yang digerakan oleh visi dan ingimas dalam menciptakn iklim
yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kimedalam pemberian pelayanan
publik, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip orgasisantara lain modeSpan of
control atau sesuai dengan rentang kendali antara 3 ¢égapai 7 (tujuh) unit satuan
kerja suatu organisasi pemerintah. Selanjutnyandatelaksanakan tugas pokok dan
fungsi Dinas sesuai dengan Visi dan Misi yang tedtletapkan, maka Struktur
birokrasi yang diterapkan agar kinerja dinas dappértanggungjawabkan melalui
Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahlabasuatu struktur dengan prinsip

Miskin Struktur tapi Kaya fungsi artinya struktuang ramping tapi fungsinya luas.

Berdasarkan SK Kepala LAN No. 239/1X/6/8/2003 tegtaPedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintadlaksanaan AKIP harus berdasarkan
prinsip—prinsip sebagai berikut:

1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh stafainst yang bersangkutan.

2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin peaggusumber—sumber daya
secara konsisten dengan peraturan perundang-undgagg berlaku.

3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujaag telah ditetapkan.

4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi sed tfan manfaat yang diperoleh.

5) Jujur, objektif, transparan dan akurat.

6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapssiaaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dan mendukung dengan pénelierdahulu yang dilakukan oleh
Wiwik Andriani, Irda Rosita dan Hidayatul Ihsan (&) yang mengemukakan bahwa LAKIP
merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntdimgrja Instansi Pemerintah (SAKIP),
dengan adanya Lakip ini dapat digunakan untuk miemgkinerja suatu organisasi. LAKIP
merupakan media akuntabilitas setiap organisasy ypat mendukung terciptangaod
governanceyang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perahan yang bersih dan
akuntabel, sehingga meunjukkan akuntabilitas pukbpada masyarakat yang akhirnya

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan Hasil Penelitian dan pembahasan magmnealan yang diperoleh adalah

sebagai berikut :
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1) Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Ppétik Dinas Perhbungan Kota
Baubua menggunakan basis akrual. Dalam hal perapgaundangan mewajibkan
disajikan laporan keuangan dengan basis kas.

2) Sistem pengawasan kualitas laporan keuangan pades Perhubungan Kota Baubau
yakni pengawasan fungsional Inspektorat bekerjaasdengan komisi 1 DPRD.
Selain itu, fungsi pengawasan dalam bidang penggkmaan keuangan daerah untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dinas Perigan Kota Baubau
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah@®M/ang membantu pihak
Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam menyusun lapkeaangan dari tahap
proses penginputan sampai pada tahap menghasilikpat

3) Akuntabilitas kinerja pada dinas perhubungan kaablu saat ini cukup baik yang
meliputi:

a) Tujuan dan sasaran yang dicapai, pimpinan di DPahubungan Kota Baubau
sering mengadakan pengarahan kepada bawahanngamgetnijuan dan sasaran
pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SAKIP, darerntah daerah melalui
pimpinan dinas senantiasa mengadakan sosialisapad&e publik tentang
pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Dddtang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang npakan perwujudan dalam
menuju tercapainya fungsi implementasi dalam memolkesuatu hubungan yang
memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaranjaked publik dapat
diwujudkan sebagai hasil akhir.

b) Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemah, tercapainya efektivitas
kinerja instansi pemerintah dalan penyelenggaraagast yang menjadi
tanggungjawab dinas, yang secara konsepsi pelaksaya sangat didukung
adanya beberapa fungsi pelaksanaan sistem pelap&tartabilitas kinerja dinas
dalam melaksanakan kebijakan tentang SAKIP, sefatunjuk atau Pedoman
teknis berupa Peraturan Daerah dan pedoman/acuapabpedoman teknis yang
dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Baubau dalam dolemg proses
pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden No. 20nT2014.

c) Job Description dalam mendukung SOP Satuan Kerja, Uraian Tugh (
Discription) agar sesuai dengan Standars Operasional ProE&e@#&) kerja yang

telah ditetapkan telah berjalan sesuai dengan wewgerdan tanggung jawab
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masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tpgatgerian pelayanan
kepada masyarakat pun sudah memenuhi standar mpalgsrosedur (SOP) yang
telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki &hrafugas Job Descriptions
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

d) Struktur Birokrasi yang digerakan oleh visi danimisas dalam menciptakn iklim
yang kondusif bagi terlaksananya efektivitas kmedplam pemberian pelayanan
publik, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip orgasisantara lain modebpan of
control atau sesuai dengan rentang kendali antara 3 @aapai 7 (tujuh) unit

satuan kerja suatu organisasi pemerintah.

6. SARAN

1) Bagi Instansi, diharapkan sebagai entitas pelapodatam melaporkan dan
menyajikan laporan keuangan pemerintahan sebaikmgm@yajikan seluruh laporan
keuangan sebagai entitas pemerintah sebagai saeatamggungjawaban publik dan
terciptanya pemerintahan yang baidlan menunjuk tim penyusun dan penyajian
laporan realisasi anggaran serta menunjuk orangy yaengerti akuntansi dan
memahami teknologi untuk menunjang penyajian lapatangan berbasis sistem
keuangan pemerintahan untuk mengurangi salahaag snungkin terjadi

2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebienaelam lagi dalam penelitian
tentang penerapan Sistem Akuntansi Pemerintaharga®@san dan Akuntanbilitas

Kinerja, dan lebih baik lagi dengan menambahkaralsat-variabel lain yang relevan.
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